
 

 

 

 
BUPATI JOMBANG 

PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG 

NOMOR 12 TAHUN 2020 

TENTANG 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH  

NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN 
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI JOMBANG, 

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang 
Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan 

Bangsa dan Politik, mengamanatkan bahwa daerah harus 
melakukan penyesuaian  susunan  organisasi,  tugas  dan  

fungsi  Badan Kesatuan  Bangsa  dan  Politik sesuai dengan 
peraturan dimaksud; 

  b. bahwa  untuk  memberikan  kepastian  hukum pelaksanaan  
tugas  dan  fungsi  perangkat  daerah  yangsaat  ini  
melaksanakan  urusan  pemerintahan  di  bidang kesatuan  

bangsa   dan  politik  perlu  diatur  kedudukan, tugas,  fungsi,  
struktur  dan  tata  kerja  perangkat  daerah yang  

melaksanakan  urusan  pemerintahan  di  bidang kesatuan 
bangsa dan politik; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Daerah Kabupaten Jombang tentang Perubahan Ketiga Atas 

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan 
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang dalam 

Peraturan Daerah; 

Mengingat  : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan 

Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6398); 

SALINAN 
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4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5494); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 (Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6402); 

7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
120 Tahun 2018; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 
tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan 

Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik; 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 
8/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2018 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 11/D); 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG 
dan 

BUPATI JOMBANG 
 

  MEMUTUSKAN: 
 
 

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA 
ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2016 

TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT 
DAERAH KABUPATEN JOMBANG. 
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Pasal  I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten 
Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 
Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 

2020 Nomor 7/D), yaitu: 

1.  Ketentuan dalam BAB III Pasal 3 huruf esetelah angka 4 
ditambah 1 (satu) angka yaitu angka 5, sehingga secara 

keseluruhan Pasal 3 huruf e berbunyi sebagai berikut: 

e. Badan Daerah Kabupaten Jombang, terdiri dari: 

1. Badan Kepegawaian Daerah,  Pendidikan dan 
Pelatihan  Tipe A, yang melaksanakan fungsi 

penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;  

2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  Tipe A, 
yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan 

dan penunjang penelitian dan pengembangan; 

3. Badan Pendapatan Daerah Tipe B, yang 

melaksanakan fungsi penunjang pendapatan 

daerah; dan 

4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahTipe 
B, yang melaksanakan fungsi penunjang 

pengelolaan keuangan dan aset daerah; 

5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe A, yang 
melaksanakan urusan pemerintahan umum di 

bidang kesatuan bangsa dan politik. 

 

2. Ketentuan Pasal 10 ayat (4) dan ayat (5) dihapus, 

sehingga keseluruhan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut: 

BAB VII 

KETENTUAN PERALIHAN 
Pasal 10 

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka: 

(1) Penyesuaian pengisian jabatan, tata kelola dan tata 

kerjapada Rumah Sakit Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 7, dilaksanakan paling lambat 
2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai 

diundangkan. 

(2) Unit Pelaksana Teknis dan perangkat daerah berbentuk 

Rumah Sakit Daerah yang sudah dibentuk tetap 
melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya 

Peraturan Bupati tentang pembentukan Unit Pelaksana 
Teknis yang baru. 

(3) Pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan 

melaksanakan tugasnya sampai dengan 
ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan 

Peraturan Daerah ini. 

(4) dihapus. 

(5) dihapus. 
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Pasal II 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang. 

Ditetapkan di Jombang 
Pada tanggal 10 Nopember 2020 

BUPATI JOMBANG, 

 

           ttd 

 

                                             MUNDJIDAH WAHAB 

Diundangkan di Jombang 

pada tanggal 10 Nopember 2020 

SEKRETARIS DAERAH  

KABUPATEN JOMBANG, 

 

       ttd 

 

       AKH. JAZULI 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2020 NOMOR 12/D 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 244-15/2020 
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG 

NOMOR 12 TAHUN 2020 

TENTANG 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2016 

TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH 

KABUPATEN JOMBANG 

I.  UMUM 

Reformasi birokrasi merupakan kebutuhan pokok dalam upaya 
mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (good governance). Reformasi 
birokrasi pada tataran Pemerintah Daerah antara lain di bidang organisasi 

perangkat daerah yang diarahkan untuk terciptanya organisasi yang efisien, 
efektif, rasional dan proporsional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan 

daerah serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi serta 
komunikasi kelembagaan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan 
Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik, 

mengamanatkan bahwa daerah harus melakukan Penyesuaian  susunan  
organisasi,  tugas  dan  fungsi  Badan Kesatuan  Bangsa  dan  Politik sesuai 

dengan peraturan dimaksud; 

Bahwa  untuk  memberikan  kepastian  hukum pelaksanaan  tugas  

dan  fungsi  perangkat  daerah  yangsaat  ini  melaksanakan  urusan  
pemerintahan  di  bidang kesatuan  bangsa   dan  politik  perlu  diatur  

kedudukan, tugas,  fungsi,  struktur  dan  tata  kerja  perangkat  daerah 
yang  melaksanakan  urusan  pemerintahan  di  bidang kesatuan bangsa 
dan politik. 

 

II. PASAL DEMI PASAL  

Pasal I 

Cukup Jelas. 

Pasal II 

Cukup Jelas. 

 

 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2020 

NOMOR 12/D 
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